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Abstract : This paper focuses on bad credif customers of Rp.
2,388,181,879 of which agribusiness credit is the type of credift
that has the most bad credit, which is Rp. 1,600,782,615. From
there if can be concluded that what are the obstacles taced by the
Rokan Hulu Regional People's Credit Bank Company in resolving
bad loans in the Agribusiness Sector. This type of research can be
classitied as sociological research. Data collection techniques in this
study used inferviews and literature studies, then the data collected
was analyzed to draw conclusions. From the results of the study it
can be concluded that the constraints faced by the Rokan Hulu
People's Bank Regional Company in resolving bad loans in the
Agribusiness Sector in the form of agribusiness are not managed
properly, collateral is sold underhanded, cusfomers experience
ongoing internal problems, customers are in debt with other
parties, customers difficulf fo communicate with, changing
addresses or domiciles, influencing PD BPR Rohul staff and
customers avoiding deliberations.

Keywords : Credit, Loss, Agribusiness Sector

Abstrak : Tulisan ini berfokus pada nasabah kredit macet sebesar
Rp. 2.388.181.879 yang mana kredit agribisnis merupakan jenis
kredit yang paling banyak mengalami kredit macet, yaitu sebesar
Rp. 1.600.782.615. Dari situ dapat disimpulkan bahwa apakah
kendala yang dihadapi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Rokan Hulu dalam penyelesaian kredit macet Sektor
Agribisnis. Jenis penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian
sosiologis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
menggunakan metode wawancara dan studi pustaka, kemudian
data yang terkumpul dianalisis untuk menarik kesimpulan. Dari
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kendala yang dihadapi
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu dalam
penyelesaian kredit macet Sektor Agribisnis berupa usaha
agribisnis tidak dikelola dengan baik, agunan yang dijual dibawah
tangan, nasabah mengalami persoalan internal berkelanjutan,
nasabah terlilit hutang dengan pihak lain, nasabah sulit untuk
diajak berkomunikasi, pindah alamat atau domisili, mempengaruhi
staf PD BPR Rohul serta nasabah menghindati adanya musyawarah.

Kata Kunci : Kredit, Macet, Sektor Agribisnis
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PENDAHULUAN

Bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat mempunyai wilayah strategis
dalam perekonomian suatu negara serta dari berbagai macam usaha perbankan, kredit merupakan
yang paling dominan dalam tingkat prioritas, mengingat pendapatan terbesar suatu bank,
diperoleh dari sektor perkreditan, khususnya pada jasa serta bunga.! Kredit adalah penyediaan
uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam
untuk melunasi utangnya 2 Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, kegiatan bank
schari-hari tidak terlepas dari bidang keuangan. 3 Kegiatan perkreditan adalah risk assef bagi bank
karena asset bank dikuasai oleh pihak luar bank, yaitu para debitor, akan tetapi kredit yang
diberikan kepada para debitor selalu ada risiko berupa kredit tidak kembali tepat pada waktunya.+
Risiko perkreditan utama bagi lembaga keuangan adalah bahwa kredit menjadi macet dalam arti
lembaga keuangan tersebut tidak lagi atau tidak teratur dalam menerima bunga dan angsuran
pelunasan kredit °. Lembaga keuangan yang mengalami permasalahan perkreditan adalah
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu (PD BPR Rohul). Dari
informasi yang diperoleh melalui media, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh PD BPR
Rohul adalah terjadinya kredit macet dimana setelah debitur menerima kredit dari PD BPR Rohul
tetapi dalam proses pembayaran angsuran sering terlambat sehingga PD BPR Rohul mengalami
kerugian. Jumlah Nasabah PD BPR Rohul Tahun 2021 sebayak 1170 Nasabah dengan jumlah
pinjaman sebesar Rp. 37.091.711.617, dimana terjadi kredit macet sebesar Rp. 2.388.181.879
yang mana kredit agribisnis merupakan jenis kredit yang paling banyak mengalami kredit macet,
yaitu sebesar Rp. 1.600.782.615. Persoalan yang mendasar yang dialami PD BPR Rohul dalam
memberikan kredit khususnya kredit sektor agribisnis, yakni :

1. Kapabilitas analisis kredit belum memadai dalam menilai kemampuan debitur memenuhi
kewajibannya sehingga bila kredit macet terus terjadi maka berdampak pada likuiditas PD BPR
Rohul terganggu dan berakibat buruk pada kegiatan operasional PD BPR Rohul.

2. Mekanisme pengawasan dan penagihan belum efektif mengurangi terjadinya kredit macet dan
kondisi ini diperburuk oleh proses pengadilan yang memakan jangka waktu yang lama. Dalam
rangka penyelesaian sengketa kontrak bisnis, pemeriksaan yang dilakukan jangka waktu yang
lama berdampak negatif terhadap ketidakpastian hukum, yang cenderung berdampak kepastian
usaha yang bernilai ekonomis.®

3. Dari kasus yang terjadi terlihat bahwa tanggungjawab nasabah sebagai debitur yang mana
prestasi yang seharusnya dilakukan mengalami kendala sehingga terjadi pelanggaran hukum
salah satu pihak dalam perjanjian kredit agribisinis tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kredit
agribisnis memiliki peluang besar terhadap timbulnya kredit macet.

Dari uraian diatas mendorong penulis meneliti penyelesaian kredit macet sektor agribisnis
dalam bentuk skripsi yang berjudul, “ Penyelesaian Kredit Macet Sekfor Agribisnis pada Perusahaan
Daerah Bank BPR Rokan Hulu menuruf Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 fentang
Perubahan atas Undang-~Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan”.
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2013), Jurnal Akuntansi & Keuangan, Vol. 6, No. 2, September 2015, him. 125.
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di Manado), Jurnal Administrasi Bisnis, Vol 4, No 1, 2016, him. 1.

“Luluk Ambarsita,” Analisis Penanganan Kredit Macet”, Jurnal Manajemen Bisnis, Program Studi Manajemen FEB
UMM, Vol 3, No 1, April, 2013, him. 15.

SGunarto Suhardi, “Resiko Dalam pemberian Kredit Perbankan”, Jurnal Hukum Projustitia, Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya, Yogyakarta, Vol 24, No. 1, Januari, 2006, him. 99.

8P. Pujiyono, U. M. Pati, P. Pranoto, & K. Tejomurti, “Small Claim Court as The Alternative of Bad Credit Settlement
for Legal Certainty of The Economic Actors”, Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services, Vol. 3 No. 2 2021,
him. 138.
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METODE PELAKSANAAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis dimana melakukan penelitian terhadap
efektivitas hukum yang sedang berlaku. Dalam penelitian ini, penulis langsung mengadakan
penelitian pada lokasi dan tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan
jelas tentang masalah yang diteliti dan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku di dalam
masyarakat dan yang mengatur permasalahan tersebut.”
B. Sumber Data
Adapun sumber data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara langsung kepada sampel
yang telah ditetapkan. Adapun responden yang telah ditetapkan tersebut adalah Direktur
Operasional PD BPR Rohul, Kepala Seksi Kredit PD BPR Rohul, Karyawan Analis Kredit PD
BPR Rohul, Karyawan Bidang Penagihan PD BPR Rohul dan Debitur Kredit Macet Agribisnis
pada PD BPR Rohul.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung dari
data primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta Peraturan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Rokan Hulu.

3. Data Tersier, yaitu data yang diperoleh melalui kamus, makalah dan sejenisnya yang
mendukung data primer dan sekunder.

C. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data yang akuran maka penulis mengunakan teknik pengambilan
data sebagai berikut :

1. Wawancara, yaitu penulis melakukan wawancara langsung kepada responden terkait objek
penelitian yang nantinya hasil wawancara tersebut akan dituangkan dalam hasil penelitian.
Responden yang dimaksud adalah Direktur Operasional PD BPR Rohul, Kepala Seksi Kredit
PD BPR Rohul, Karyawan Analis Kredit PD BPR Rohul, Karyawan Bidang Penagihan PD BPR
Rohul dan Debitur Kredit Macet Agribisnis pada PD BPR Rohul.

2. Kajian Kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data melalui Literatur kepustakaan yang
berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

D. Analisis Data
Dalam penelitian ini teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa secara
kualitatif yaitu data yang diperoleh diuraikan secara deskriptif, sedangkan metode penarikan
kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan
atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan perjanjian kredit Sektor Agribisnis pada
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu
Kredit menurut undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan dana
dengan memberi pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan kesempatan untuk
melunasi, dengan jangka waktu yang telah di setujui kedua belah pihak. Tujuan dari bank
merupakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam pertumbuhan
ekonomi. Dari tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia harus dapat menjalakan
tujuan yang sudah di tetapkan dan tidak mencari keuntungan yang tinggi tetapi dapat
mensejahterakan masyarakat Indonesia. PD BPR Rohul memiliki peran penting karena dapat
meningkatkan kehidupan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan khususnya di Kabupaten
Rokan Hulu. Pemberian kredit untuk sektor agribisnis kepada masyarakat bertujuan untuk
menunjang perekonomian masyarakat menjadi lebih baik. Dasar dari kredit yang dikucurkan

"Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, 2018, him. 14.
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kepada masyarakat adalah perjanjian kredit yang pada pokoknya memuat hak dan perjanjian
masing-masing pihak. Sebagai contoh, penulis menguraikan hak dan kewajiban masing-masing
pihak pada perjanjian kredit Nomor 44/018/B01/V/2019 dimana PD BPR Rohul telah
mengeluarkan penetapan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 231/SP3K/V/2019,
Tanggal 28 Oktober 2019 dengan jangka waktu kredit selama 24 (dua puluh empat) bulan yang
terhitung sejak hari selasa, Tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan Tanggal 28 Oktober 2021.
1. PD BPR Rohul
a. Hak PD BPR Rohul adalah :
1) Menetapkan plafon kredit Rp. 20.000.000.
2) Menerima dan menyimpan seluruh dokumen.
3) Menerima pembayaran pokok kredit dan bunganya sebesar Rp. 1.166.666.
4) Menerima biaya provisi sebesar 2% dari plafon atar sebesar Rp. 300.000 dan biaya
administrasi sebesar Rp. 50.000.
5) Tidak dikenakan biaya asuransi jiwa dan tambahan biaya premi asuransi.
6) Mendebet rekening atas nama debitur.
7) Menerima Askep.
8) Melaksanakan tindakan yang dianggap perlu apabila debitur tidak dapat memenuhi
satu atau lebih kewajiban.
9) Menerima pembayaran denda tunggakan kredit.
10) Menerima pelunasan kredit.
11) Memberikan peringatan sebagai bentuk pernyataan ingkar janji.
12) Memasang papan peringatan.
13) Mengeksekusi sita jaminan.
b. Kewajiban PD BPR Rohul :
1) Mencairkan kredit kepada debitur dengan plafon Rp. 20.000.000.
2) Menandatangani perjanjian kredit.
3) Membuat rekening atas nama debitur.
4) Tidak menyewakan, menjual, menghilangkan, memindahtangankan aset jaminan
kredit.
5) Mengembalikan kelebihan hasil penjualan/pelelangan jaminan kredit.
2. Debitur
a. Hak debitur adalah :
1) Menerima pencairan kredit dengan plafon Rp. 20.000.000.
2) Menggunakan pencairan kredit dengan plafon Rp. 20.000.000 untuk menambah
modal usaha.
3) Mendapatkan buku dan nomor rekening.
b. Kewajiban debitur adalah :
1). Mengakui secara sah telah berhutang kepada PD BPR Rohul.
2). Kredit digunakan sendiri untuk menambah modal usaha.
3). Menyerahkan seluruh dokumen yang disyaratkan.
4). Menandatangani perjanjian kredit.
5). Membayar cicilan kredit dengan jangka waktu kredit selama 24 bulan yang terhitung
sejak hari selasa, Tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan Tanggal 28 Oktober 2021
dengan jumlah angsuran kredit terdiri dari angsuran pokok kredit dan bunganya
sebesar Rp. 1.166.666.
6). Pembayaran angsuran selambat-lambatnya dilakukan pada Tanggal 28 bulan
berikutnya.
7). Membayar bunga kredit yang diperhitungkan secara flat (tetap) sebesar 20 % setahun.
8). Membayar provisi sebesar 2 % dari plafon atar sebesar Rp. 300.000.
9). Membayar biaya administrasi sebesar Rp. 50.000.
10).Membayar sebesar baki debet ditambah dengan kewajiban tertunggak serta penalty
pelunasan dengan membayar bunga 3 bulan kedepan bila kredit dilunasi.
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11).Menanggung seluruh biaya penutupan asuransi jiwa sesuai dengan jangka waktu
asuransi atau perjanjian kredit.

12).Membayar tambahan premi asuransi jiwa.

13).Memberikan kuasa kepada PD BPR Rohul untuk mendebet rekening terkait seluruh
sisa cicilan kredit.

14).Menyerahkan Askep, yaitu Surat Sanggup Membayar Hutang.

15). Mematuhi ketentuan denda tunggakan kredit.

16).Memberikan izin dan kuasa kepada PD BPR Rohul untuk memasang papan
peringatan.

17).Membebaskan pihak bank dari tuntutan pidana maupun perdata dikemudian hari.

18). Wajib memberitahukan bila pindah domisili atau pindah kerja selambat-lambatnya 5
hari kerja.

19).Bertanggungjawab atas kebenaran dokumen baik secara pidana maupun perdata.

20).Memberitahukan bila ada perubahan alamat selambat-lambatnya 7 hari kerja.

21).Sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

22).Domisili hukum di kantor Panitera Pengadilan Pasir Pengaraian.

Berdasarkan contoh perjanjian kredit Nomor 44/018/B01/V/2019 diatas terlihat bahwa
telah diatur adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian
kredit. Klausul dalam perjanjian telah diatur sedemikian rupa mulai dari tahap awal sampai
pada pengakhiran kredit meliputi plafond dan tujuan penggunaan kredit, jangka waktu dan
jadwal, suku bunga, provisi dan biaya administrasi, asuransi, kuasa, jaminan, denda, bunga
tunggakan, wanprestasi, eksekusi jaminan, pindah domisili, pemberitahuan, perubahan, masa
berlaku, domisili hukum serta pasal penutup dan diakhiri dengan penandatanganan perjanjian
kredit sebagai tanda persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak. Dengan adanya
penandatanganan perjanjian kredit tersebut maka secara hukum, kedua belah pihak telah
mengikatkan diri dalam suatu perjanjian serta dilaksanakan sebagaimana penetapan dalam
perjanjian tersebut. Namun, perjanjian kredit Nomor 44/018/B01/V/2019 merupakan kredit
yang macet dimana debitur tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertuang dalam
perjanjian kredit.

B. Penyelesaian kredit macet Sektor Agribisnis pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat

Rokan Hulu

Penyelesaian terhadap kredit macet dilakukan :

1. Reschedulling (Penjadwalan kembali). Merupakan salah satu penyelamatan yang mana
nasabah masih mempunyai itikad dan keinginan untuk membayar, maka pihak bank
melakukan penyelamatan dengan penjadwalan kembali Penyelesaiannya sebagai berikut:

a. Memperpanjang jangka waktu kredit Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam
masalah jangka waktu kredit, misalnya jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun
sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama dalam pengembalian kredit.

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran Memperpanjang jangka waktu angsuran hampir
sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya
diperpanjang. Misalnya dari 24 kali menjadi 48 kali. Dalam hal ini jumlah angsuranpun
mengecil seiring penambahan jumlah angsuran.

c. Perubahan jumlah angsuran Penyelamatan dari pihak yang memberikan perubahan
jumlah angsuran ini dilihat atas dasar kemampuan nasabah mengingat kredit nya yang
macet, Maka pihak bank menetapkan kebijakan dengan memperkecil jumlah angsuran
pokok. Misalnya angsuran bulanan Rp. 1.451.500/bulan menjadi Rp 531.500/bulan
dengan suku bunga yang ditentukan.

2. Reconditioning (Persyaratan kembali). Ini merupakan salah satu penyelamatan dengan
perubahan syarat kredit meliputi:

a. Penurunan suku bunga yaitu agar meringankan beban nasabah, hal ini tergantung dari
pertimbangan bank yang bersangkutan. Misalnya suku bunga 16 % pertahun, jangka
waktu 36 bulan menjadi 14% pertahun dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
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b. Penundaan pembayaran suku bunga sampai waktu tertentu. Maksudnya hanya bunga
yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pinjaman tetap harus dibayar seperti
biasa.

. Liguidation. Kebijakan Likuidasi pada PD BPR Rohul ini hanya 5%, yang mana terjadi

berdasarkan ketidakmampuan nasabah menurut bank benar-benar sudah tidak dapat

dibantu untuk disehatkan kembali, atau usaha nasabah sudah tidak memiliki prospek untuk

dikembangkan. Proses likuidasi dapat dilakukan dengan:

a. Menyerahkan penjualan agunan kepada debitur yang bersangkutan, dengan harga
minimumnya ditetapkan oleh bank dan pembayarannya tetap dikuasai bank.

b. Penjualan agunan dilakukan secara lelang dan hasil penjualannya diterima oleh bank
untuk pembayaran pinjamannya.

c. Agunan disita pengadilan negeri lalu dilelang untuk pembayaran hutang debitur yang
bersangkutan.

d. Agunan dibeli bank untuk dijadikan aset tetap.

C. Kendala yang dihadapi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu dalam
penyelesaian kredit macet Sektor Agribisnis

1.
2.

3.

&

Kendala dalam penyelesaian kredit macet sektor agribisnis adalah:
Usaha agribisnis yang dijalankan nasabah tidak dikelola dengan baik.
Agunan yang dijual dibawah tangan atau objek usaha agribisnisnya dijual sehingga nasabah
tidak lagi memiliki usaha agribisnis.
Nasabah yang bersangkutan mengalami persoalan internal berkelanjutan seperti sakit atau
nasabah bercerai.
Nasabah terlilit hutang dengan pihak lain baik secara formal maupun individual.
Nasabah kemudian sulit untuk diajak berkomunikasi atau dengan sengaja menghindar bila
ada petugas melakukan peninjauan lokasi atau sekedar mengingatkan kewajiban nasabah
dengan cara menukar nomor handphone.
Nasabah pindah alamat atau domisili.
Nasabah mempengaruhi staf PD BPR Rohul untuk menambah waktu penyelesaian kredit
diluar waktu yang sudah disepakati.

Nasabah menghindari adanya musyawarah dan berupaya mempengaruhi staf PD BPR

Rohul agar diberi tambahan waktu lagi.

KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis akan menyimpulkan

penelitian ini sebagai berikut :

1.

Hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan perjanjian kredit meliputi plafond dan
tujuan penggunaan kredit, jangka waktu dan jadwal, suku bunga, provisi dan biaya
administrasi, asuransi, kuasa, jaminan, denda, bunga tunggakan, wanprestasi, eksekusi
jaminan, pindah domisili, pemberitahuan, perubahan, masa berlaku, domisili hukum serta
pasal penutup. Bila terjadi wanprestasi, maka bank akan memberikan peringatan tertulis dan
melakukan eksekusi jaminan kredit.

Penyelesaian kredit macet Sektor Agribisnis pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Rokan Hulu dilakukan dengan cara Reschedulling (penjadwalan kembali),
Reconditioning (persyaratan kembali) serta Liguidation.

Kendala yang dihadapi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu dalam
penyelesaian kredit macet Sektor Agribisnis berupa usaha agribisnis tidak dikelola dengan
baik, agunan yang dijual dibawah tangan, nasabah mengalami persoalan internal
berkelanjutan, nasabah terlilit hutang dengan pihak lain, nasabah sulit untuk diajak
berkomunikasi, pindah alamat atau domisili, mempengaruhi staf PD BPR Rohul serta nasabah
menghindati adanya musyawarah.

PENYELESATAN KREDIT MACET SEKTOR AGRIBISNIS PADA PERUSAHAAN DAERAH BPR ROKAN HULU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN |

74



Nutus et al. 10.55681/seikat.v1il.226

B. Saran
Untuk perubahan di masa mendatang, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Petugas PD BPR Rohul haruslah benar-benar melakukan survey yang detail dilapangan untuk
menentukan seberapa besar jaminan dan bidang usaha yang ditekuni oleh calon debitur

2. Meningkatkan pengawasan dalam memberikan kredit sehingga kredit dapat dilunasi kembali
oleh debitur.

3. Sebaiknya PD BPR Rohul meningkatkan usaha menghimpun dana dengan cara meningkatkan
pelayanan dan memberi kemudahan pada nasabah.
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